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RINGKASAN 

PEMBATASAN HONORARIUM NOTARIS MENURUT ASPEK ASAS  

KEBEBASAN BERKONTRAK 

(Suatu Kajian Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris  ) 

BAB I, pendahuluan menguraikan latar belakang pemikiran dasar dari 

peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu 

hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan ke dalam 

rumusan masalah. Dari rumusan masalah, timbul tujuan penelitian ini dilakukan 

dengan manfaat penelitan yang akan dirasakan bagi kepentingan akademis dan 

kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode penelitianyang digunakan 

peneliti untuk menganalisis guna menentukan hasil penelitian. Setelah itu 

sistematika penulisan yang menjelaskan gambaran umum dari penelitian yang 

akan ditulis oleh peneliti. 

BAB II Membahas rumusan masalah pertama yaitu dengan judul bab 

Pembatasan Maksimum Honorarium Notaris Koheren Dengan Pasal 1338 Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata. Pada bab ini membahas koherensi antara 

pembatasan honorarium notaris dalam Pasal 36 Undang – Undang Jabatan Notaris 

dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang – Undang 

Hukum Perdata, serta alasan hukum dan sosial mengapa pembatasan tersebut 

dianggap sah dan diperlukan. 

BAB III Pembahasan atas rumusan yang kedua yaitu dengan judul 

Notaris Memiliki Hak Tagih Terhadap Penghadap Yang Tidak Membayar 

Honorarium Atas Jasa Kenotariatan Yang Telah Diberikan. Bab ini membahas 

Hak notaris untuk menagih biaya dari klien yang tidak membayar muncul karena 

ada hubungan kontraktual antara notaris dan klien. Walaupun demikian, jika klien 

tidak mampu membayar, itu tidak mempengaruhi keabsahan dokumen yang 

dibuat, tetapi memberi notaris alasan untuk melakukan penagihan, baik melalui 

jalur hukum maupun administratif.  
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BAB IV Merupakan bagian terakhir yang mencakup kesimpulan dan 

saran untuk semua isu permasalahan yang telah dibahas dalam bab dua dan tiga. 

Setiap bab diharapkan dapat menghasilkan ringkasan yang disusun secara teratur 

dan objektif. Dengan demikian, diharapkan terbentuk sebuah kesimpulan yang 

utuh, singkat, dan padat. Akhirnya, beberapa saran akan direkomendasikan 

berdasarkan hasil kesimpulan yang telah ada.  
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ABSTRAK 

Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata merupakan prinsip fundamental dalam 

pembentukan perjanjian, termasuk dalam hubungan hukum antara notaris dan para 

penghadap. Namun, Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur batas 

minimum dan maksimum honorarium notaris, yang secara normatif berpotensi 

membatasi ruang kesepakatan para pihak. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan 

mengenai koherensi antara pembatasan honorarium tersebut dengan asas 

kebebasan berkontrak. Selain itu, dalam praktik sering timbul permasalahan 

ketika penghadap tidak membayar honorarium meskipun notaris telah 

memberikan jasa, sehingga memunculkan isu mengenai ada atau tidaknya hak 

tagih notaris dalam konteks perikatan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dua hal utama: (1) koherensi pembatasan maksimum honorarium 

notaris dalam Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris dengan asas kebebasan 

berkontrak dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan (2) 

kedudukan serta dasar hukum hak tagih notaris terhadap penghadap yang tidak 

memenuhi kewajiban pembayaran honorarium. Penelitian dilakukan 

menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 

asas hukum, dan analisis konseptual. 

Kata kunci  : Notaris,   Asas Kebebasan Berkontrak, Honorarium,  koherensi, Hak   

Tagih. 
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ABSTRACT 

The principle of freedom of contract, as stipulated in Article 1338 of the 

Civil Code , is a fundamental principle in forming agreements, including in the 

legal relationship between notaries and their witnesses. However, Article 36 of 

the Notary Law stipulates minimum and maximum limits on notary fees, which, in 

normative terms, has the potential to limit the parties' scope for agreement. This 

raises questions about the coherence between these fee restrictions and the 

principle of freedom of contract. Furthermore, in practice, problems often arise 

when the witness fails to pay the fee even though the notary has provided services, 

raising the issue of whether or not the notary has a right to collect in the context 

of a service agreement. This study aims to analyze two main issues: (1) the 

coherence of the maximum limit on notary fees in Article 36 of the of the Notary 

Law with the principle of freedom of contract in Article 1338 of the Civil Code; 

and (2) the status and legal basis of a notary's right to collect against witnesses 

who fail to fulfill their obligation to pay their fees. The research was conducted 

using a normative juridical method with a statutory approach, legal principles, 

and conceptual analysis. 

Keywords: Notary, Freedom of Contract, Honorarium, Incoherence, Right to Collect.  
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